
BUPATI BARITO TIMUR

PROVIIISI I{ALIMAI{TAII TEIiTGAII

PERATURAIiT BI'PATI BARITO TIMTIR

TIOMOR 11 TAHUN 2O2L

TAMBAHAII PENGHASILAI{

PEMERINTATI

TEISTAI{C

PEGAIIIAI I{BGERI SIPIL DI LIITGKUNGAI{

KABUPATEI{ BARIIO TIMUR

Menimbang

Mengingat

DEI'TGAN RAHMAT TUHAI{ YAIIG MATIA ESA

BUPATI BARITO TIMUR,

bahwa untuk melaksanakan ketentual Pasal 58 ayat {3} dan a3rat

(4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri sipil Di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barita Timur;

: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OO2 tentang PemLrentukan

Katrupaten Katingan, Kabupaten seruyan, Kabupaten Pulang

Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Lamandau,

Kabupaten Sukamara, Kabupaten Murung Raya, dan

Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalirnantan Tengah

{Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2aa2 Nomor 1"8,

Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a1B0);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OA4 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Fusat dan Pemerintahan Daerah

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2aa4 Nomor 1-26,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438i;



undang-undang Nomor 5 Tahun 2aL4 tentang Aparatur sipil

Negara {Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2al4'

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5a9a\;

undang-undang Nomor 23 Tahun 2aL4 Tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Repubrlik indonesia Tahun 2AL4

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nornor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

d.engan undang-undang Nomor 11 Tahun 2o2o tentang cipta

Kerja (l,embaran Negara Republik lndonesia Tahun 2420

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 65735);

peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah {l,embaran Negara Repuhrlik

indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambaha-n Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 63221;

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 tahun 2A2A tentang

Pedonaan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2AZA Nomor 1781i;

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun

2A2A tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten tsarito Timur {Lemharan Daerah Kabupaten Barito

Timur Tahun 202a Nomor 59, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Barito Timur Nomor 50);

MEIVIUTUSKAI{:

Menetapkan I PERATURAN BUPA?I fEI![TAI{(} TAMBAHAIT PEITGHASILAI$

PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LII{GKUITGAI{ PEIITERITTTAH

DAERAH I(ABUPA?E}I BARITO TIilIUR.

BAB I
K TETITUAI$ UMUlfi

Pasatr 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dirnaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupater: Barito Tirnur.

2" Pemerinta-h Daerah ad"aiah Bupati set-ra:gai uri$ur Penyelenggara

Pernerintahan Daeratr yar'g memimpin pelaksana.4n BgffiE
ngerl daerffiffi&F

3.

4.

5.

6.

7.
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4.

Bupati adalah Bupati Barito Timur"

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten

Barito Timur"

Perangkat Daerah selanjutnya dlsiagkat PD adalah unsur

pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam

penyelenggaraan urusan Femerintahan yang menjadi

kewenangari Daerah.

Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Barito

Timur.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya

disingkat BPKAD adalah BPKAD Kabupaten Barito Timur.

Badan Kepegawaian dan Pengembangall Sumber Daya Manusia

selanjutnya disingkat BKPSDM adalah BKPSDM Kabupaten

Barito Timur.

Badan Perencanaan Pernbangllrtan, Peneiitian dan

Pengembangan Daerah selanjutnya disingkat Bappelitbangda

adalah Bappelitbangda Kabupaten Barito Timur.

Badan Pendapatan Daerah selanjutnya disingkat Bapenda

adalah Bapenda Kabupaten Barito Timur.

unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutn3ra disingkat UPTD

adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis

operasional danlatau kegiatan teknis penunjang tertentu pad"a

Dinas atau Badan Daerah.

pegawai Aparatur sipil Negara yang selanjutnya disingkat

pegawai ASN adalah Pegawai Negeri sipil {PNS}, calon Pegawai

Negeri sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja

{PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur.

Tambahan Penghasilan Pegawai, Srang selanjutnya disingkat TPP

adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS dan

CPNS dalam rangka peningkatan kesejahteraan Pegawai

berd.asarkan beLran kerja, prestasi kerja, tempat bertugas,

kondisi kerja, kelangkaan profesi, dan/atau pertimbangan

obyektif lainnya.

L4. Kepa1a Perangkat Daerah seianjutnya disingkat Kepal.a PD

adalah Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah

Daerah.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
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15. penjabat sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Pj.

Sekda adalah pejabat yang diangkat untuk melaksanakan tugas

Sekretaris Daerah yang berhalangan melaksanakan tugas

karena Sekretaris Daerah tidak bisa melaksanakan tugas

danlatau terjadi kekosongan Sekretaris Daerah'

Pejabat Pelaksana Tugas yang selanjutnya disebut PIt. adalah

pejabat yang menempati posisi jabatan sementara karena

pejabat definitif yang menempati jabatan itu berhalangan tetap.

Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkart tugas,

kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai

ASN.

Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat

jahatan berdasarkan nilai suatu jabatan.

pemberian TPP adalah untuk mernberikan penghargaan kepada

Pegawai sehingga dapat meningkatkan disiplin, motivasi,

kinerja dan kesejahteraan Pegawai.

Tujuan pemberian TPP adalah terwujudnya peningkatan disiplin

Pegawai, terwujudnya peningkatan motivasi dan kinerja Pegawai

serta terwuj udnya peningkatan kesej ahteraan Pe gawai.

Dasar Pemberian TPP adalah kepastian hukum, akuntabetr,

proporsionalitas, efektif dan efisien, keadilan dan kesetaraan,

kesej ahteraan dan oPtimaiisasi.

Nilai Dasar TPP adalah besaran TPP yang didasarkan pada

parameter Kelas Jabatan.

Pagu TPP adalah besaran TPF yang didapatkan dari

penjumlahan kriteria TPP sesuai bobot masing-masing dikali

niiai dasar TPP.

Penilaian Kinerja yang selanjutnya disingkat PK adalah

Penilaian yang diiakukan oleh pejabat penilai terhadap capaian

peiaksana Tlrgas.

Unsur pengurang TFP adalah komponen yang apabila

dilakukanltidak dilakukan menjadi dasar untuk mengurangi

jumlah TPP yang diberikan setiap buian.

Terlambat Datang yal}g selanjutnya disingkat TL adalah

terlarnbat masuk ke{a dari ketentuan jam kerja.

Fulang Sebelum waktu -vang selanjutn}ra disingkat PSw adalah

pulang mendahului dari ketentuan jam kerja.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

24.

23.

25.

26.
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28. Tidak Hadir Karena cuti yalIg selanjutnya disingkat THKC

adaiah ketidakhadiran PNS dan CPNS karena permintaan cuti'

29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya

disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Beianja

Daerah KabuPaten Barito Timur.

30. Daftar Perhitungan TPP adalah daftar yang dibuat oleh

Bendahara Pengeluaran dan ditandataogani Pengguna

Anggaran yarrg memuat nama Pegawai, besaran TPp per

bulan, potongan, jumlah kotor dan potongan pajak serta jumlah

bersih yang diterima oleh Pegawai.

31. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutiak adalah surat yang

eiibuat oleh Pengguna Anggaran yang memuat pernyataan

bahwa seluruh pengeluaran untuk pembayaran TPP telah

dihitung dengan benar dan disertai kesanggupan untuk

mengemLralikan kepada kas umurn daerah apabila terdapat

kelebihan pembayaran.

32. Surat Permintaan Pembayaran Langsung, yafig selanjutnya

disingkat SPP-LS, adalah dokumen yang diajukan oleh

Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pembayaran TPP

dan disampaikan kepada Pengguna Anggaran untuk

selanjutnya diteruskan kepada pejabat penerbit surat perintah

rnembayar.

33. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM

adalah dokumen yang digunakanlditerbitkan oleh Pengguna

Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas

beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat

Daerah.

34. Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya

disingkat SPM-LS, adatah dokumen yang ditertritkan oleh

Pengguna Anggaran untuk mencairkan dana yang bersumber

dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau dokumen lain yang

dipersamakan.

35. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disingkat

SP2D, adalah dokumen yarg digunakan sebagai d"asar

pencairan dana yang diterbitkan oieh BUD berdasarkan SPM.

36. Waktu kerja ada]ah hari dan jam kerja yang berlaku di

lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur.

{sn!g.i:!r.**,
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J/. Sistem Absensi Disiplin Kerja merupakan saiah satu aplikasi

yang terinteg::asi daiam e-affie yang berguna untuk mengolah

d,ata presensi/kehadiran pegawai yang ada di lingkungan

organisasi perangkat kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten

Barito Timur.

Sistem Aplikasi Kinerja adalah sistem yang dirancang untuk

pengoiahan data, pelaporan, penilaian dan perhitungan TPP.'

BK};

{rPP rB};

38.

(1i

(2\

{3}

gAB II
PEMBER.IAI{ TPP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

TPP diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai

Negeri Sipil.

TPP sebagaimana dimaksud datam ayat {U diberikan setiap

bulan atan beberapa bulan sekatrigus dalam 1 {satu} tahun

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan'

Perhitungan ?PP sebagaimana dimaksud pada e-yat ( 1)

dan (2) dapat diberikan menyesuaikan kemampuan keuangan

daerah.

Bagian l{edua

I{ilai Dasar TPP

Pasal 3

Nilai TPP sehagaimana dirnaksud dalam Pasal 2 ayat {3i, terdiri

dari Kelas Jabatan dan Nama Jabatan"

Bagian Ketiga

Indlkator Kriteria dan Eesaran TPP

Indikator kriteria

(3] terbagi atas:

a. beban kerja {TPP

b. tempat bertugas

Pasal 4

sehagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

F.x.rts"F€&ffi
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(i)

Pasal b

TPP berdasarkan beban kerja {TPP BK} sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 huruf a diberikan sesuai dengan kemarnpuan

keuangan daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I

dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini'

Tpp berdasarkan tempat bertirgas {TPP TB} sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 huruf b sebesar maksimal rcya

(sepuluh persen) dari nilai dasar TPF'

Pasal 6

Besaran TPP dihitung berdasarkan penjumlahan dari Indikator

Kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4'

BAB III
PERHITUIIGAI{ PEMBAYARAI{ ?PP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal ?

Perhitungan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

d.iniiai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja dengan

proporsi sebagai berikut:

a. penilaian produktivitas kerja berdasarkan kriteria Prestasi Kerja

sebesar 60% {enam puiuh persen} dari besaran alokasi TPP

masing-masing Pegawai; dan

b. penilaian disiplin kerja berdasarkan kriteria Beban Keda sebesar

4Aa/, {empat puluh persen} dari tresaran al0kasi TPP rnasing-

masing Pegawai.

t2\
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(2)

Bagian Kedua

Produktivitas Kerja

Pasal I
(1) Produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud dalarn pasal 7 truruf

a dilakukan berdasarkan :

a-. pelaksanaan tugas dan/atau;

b. penilaian dari pejabat peniiai terhadap hasil pelaksanaan

tugas Pegawai Yang di PimPinnYa'

Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam

a antara iain :

a. Uraian tugas jahatan;

b. indikator kinerja utama;

c. perjanjian kine{a; atau

d. indikator kinerja individu.

Pelaksanaan tugas menetapkan sasaran dan

individu pada awal tahun anggaran paiing lambat

bulan januari setiaP tahunnYa.

ayat (1) huruf

capaian pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat

{2t didasarkan atas aktivitas kinerja harian dalam aplikasi

sistem kinerja yang telah di verifikasi dan rnendapat

penilaian/persetujuan dari atasan langsung masing*masing

Pegawai.

Dalam hal aktivitas kinerja dilaksanakan pada akhir hulan

berjalan, maka penginputannya datram aplikasi sistem kinerja

paling lambat tanggal 3 bulan berikutnya.

Batas waktu penila"ian/persetujuan aktivitas kinerja harian

bulan berjalan oleh atasan langsung dilaksanakan paling

lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

Ketentuan persetujuan oleh atasas langsung dan input

aktivitas kinerja sebagaimana dimaksud dalam ayat {4} dan ayat

{5} di kecualikan bagr capaian pelaksana tugas untuk

Sekretaris Daerah.

Ketentuan penilaian cieh atasafl langsung sebagairnana

dimaksud dalam ayat {3i untuk Kepala Perangkat Daerah, staf

Ahli dan Asisten Sekretaris Daerah dinilai oleh Sekretaris

Daerah, khusus Camat dan Plt. Kepala Perangkat Daerah dari

Pejabat Administrator dinilai oieh A$iqt inistrasi U

(3)

(4)

(s)

i6)

(7)

target kinerja

minggu kedua

(B)

Sekretaris Daerah. F:r*p.&il._q, **.X. ffi
s{$rsA



(e) Perhitungan TPP

ketentual sebagai

produktivitas kerja mengikutiberdasarkan

berikut :

No Niiai PK
TPP Produktivitas

Kerja Bobot 6A Vo

1. 76-100 100 ?6

oL. 61.-75 75 a/*

3. 51-60 50 a/o

+. s5O 38 o/o

tr Tidak menyarnpaikan/

menginput PK

* ola

(10) Perhitungan pemba3iaran TPP berdasarkan produktivitas kerja

bobot 7Oo/" ba$ Sekretaris Daerah diperhitungkan penuh

(1o0%).

{i1) Dalam hal terjadi kendala teknis pada saat pengisian capaian

realisasi Pegawai bulanan secara online berbasis elektronik

dikarenakan kerusakan peralatan, gangguan jaringan dan/atau

belum terdapat sarana dan prasaralla yang memadai maka

pengisian capaian pelaksana tugas Pegawai hulanan dilakukan

secara manual dan dilampiri dengan Surat Pernyataan yang

ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah'

(12) Dalam hal sistem kinerja elektronik sebagaimana dimaksud

ayat (11) tedadi kendala teknis dan/atau belum berlaku, maka

penilaian dan validasi capaian pelaksana tugas dilakukan

secara manual dilakukan dengan mengisi lembar catatan

kegiatan harian pegawai sebagaimana tercantum dalam

lampiran III peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Disiplin Kerja

Pasal 9

Penilaian Disiplin Ke{a sebagaimana dimaksud dalam Pasai 7

huruf b dilakukan herdasarkan rekapituiasi kehadiran pegawai.

Rekapitulasi kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud dalam

ayat (U adalah rekapitulasi kehadiran bulanan berbasis

elektronik melalui aplikasi sistem absensi disiplin kerja.

(1)

(2)

$p&ilq.&ffi



(3) Setiap Pegawai wajib merekam kehadiran secara elektronik

melalui aplikasi sistem absensi disiplin kerja dimuiai tiga puluh

menit sebelum jam masuk kerja sarnpai dengal tiga puiuh

menit setelah jam masuk kerja dan paling lambat tiga puluh

menit setelah jam kerja.

Apabila rekapitulasi kehadiran bulanan tidak berbasis

elektronik maka perhitungan pembayaran TPP berdasarkan

disiplin kerja bobot 4ff/o {Empat puluh persen} dipertanggung

jawabkan dengan surat Pernyataan dari Kepala Perangkat

Daerah.

Kriteria dan besaran pengurangan TPP berdasarkan penilaian

disiplin kerja bobot 4AYa sebagai berikut:

a. Pegawai yang tidak masuk kerja pada bulan bulan berjalan,

maka diberikan pengurangan tambahan penghasilart :

1) Sebesar 3Yo (persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk

kerja; dan

21 Paling banyak sebesar 100 % {seratus Persen} untuk tiap

1 (satu] bulan tidak Masuk kerja.

b. Pegawai yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan,

maka diberikan pengufangan tambahan penghasilan sebagai

berikut:

KETERLAMBATAN

(TL)

LAMA

KETERLAMBATAN

PERSENTASE

PENGURANGAN

TL1
1 Menit s/d < 31

Menit
0,5 Yo

TL2
31 Menit s/d < 51

Menit
1 o/o

TL3
61 Menit s/d < 91

Menit
1,25 ya

TL4

< 91 Menit dan/atau

tidak mengisi daftar

hadir masuk ke{a
1,5 a/a

(4)

(5)

Pegawai yang

berjalan, maka

sebagai berikut

pulang keq'a sebelum waktunYa

diberikan pengurangan tambahan

pada bulan

penghasilan

fs,;t&, fr"q ,f,$', ffi
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PULANG

SEBELUM

WAKTU (PSW)

LAMA MENINGGALI{A.N

PEKERJAAN SEBELUM

WAKTUNYA

PERSENTASE

PENGURANGAN

PSW 1 I Menit sld < 31 Menit o,5 yo

PSW 2 31 Menit s/d. 61 Menit L o/o

PSW 3 61 Menit s/d < 91 Menit L,25 B/o

PSW 4

< 91 Menit dan/atau

tidak mengisi daftar

hadir pulang kantor

1,55 a/o

d. Pegawai tidak hadir karena cr'rti, pada bulan

diberikan pengurangan tambahan penghasilan

berjalan, maka

seh,agai berikut:

t{ffi[6HUIUI* KEPALAOOO AS5, .E SEKOA

t
,+- ,{ t 4

(6)

TIDAK HADIR

KARENA CUTI

(rHKC)

CUTI DENGAN

KETERANGAN

PERSENTASE

PENGURANGAN

THKC 1

Cuti Besar, Cuti Dengan

Alasan Penting Dan Cuti

Bersalin

lYo

THKC 2

Cuti Sakit DilamPiri

Surat Keterangan Dari

Dokter {Lebih Dari 3 Hari)

2 a/a

THKC 3

Cuti Tahunan

Cuti bersalin anak ke-3,

dst

3 o/o

Totai skor tingkat kehadiranlkedisipiinan sebagaimana

dimaksud dalam ayat {1} dirumuskan sebagai berikut :

Total Skor prestasi kehadiran = 10O - {TL 1+ TL 2 + TL3 + TL 4 +

PSW 1 + PSW 2 + PSW 3 + PSW 4 + THKC 1 + THKC 2 + THKC

r).

Tidak Masuk Kerja karena Tugas Kedinasan, Lihur sesuai

kalender pendidikan,Izill Belajar yang dibuktikan dengan Surat

T\.rgas, Surat Penetapan Libur/Kalender Pendidikan, Surat lzin

Belajar dari Pejabat yarLg herwenang tidak dikenakan

pengurangan.

Tidak masuk kerja karena alasan tertentu selama 1 sld 3 hari

d.engan melampirkan surat persetujuan atasan

(7)

{8)

langsung/ pejabat berwenang, ti



(g) Tidak mengikuti upacara pada senin pagr dan latau upacara

pada hari kerja dikenakan pengurangan sebesar 3o/a per

kegiatan;

(10) Belum menyampaikan kewajiban Laporan Harta Kekayaan

Penyelenggara Negara {LHKFN} atau Laporan Harta Kekayaan

Aparatur sipil Negara TLHKASN) dikenakan pengurangan

sehresar 5 Yo setiap buian selama belum memenuhi kewajiban

tersebut;

(12J Pengurangan TPP herdasarkan disiplin kerja maksimal

sejumlah TPP berdasarkan penilaian disiplin kerja yang

diterima.

(13i Kewajiban merekam kehad.iran secara elektronik sebagairnana

dimaksud. da.lam ayat {3} dikecualikan hanya dalarn situasi dan

situasi tertentu, Yaitu bagi :

a. Sekretaris Daerah;

hr. Kepala Perangkat Daerah, Asisten sekretaris Daerah, staf

Ahli;

c. Ajudan Bupati, Ajudan Wakil Brlpati;

d. Pengemudi Bupati, Pengemudi wakil Bupati, Pengemudi

sekretaris Daerah, Pengemudi Asisten sekretaris Baerah,

Pengemudi Kepala Perangkat Daerah; darr

e. seluruh Pegawai ASN yang melakukan tugas tambahan

dibuktikan dengan surat Tugas atau surat Keterangan dari

sekretaris Daerah, Asisten sekretaris Daerah, atau Kepaia

Perangkat Daerah.

{14) Rekapitulasi kehadiran pegawai sebagaimaaa dimaksud daiam

ayat (1), di dinilai dalam daftar penilaian sebagaimana

tercantum dalam lampiran IV Peraturan Bupati ini"

BAB TV

PEMBAYARAT{ TPP

Pasal 1O

tl) TPP diba,varkan setiap bulan paling lambat pada tanggai 20

bulan berikutnya sesuai dengan Daftar rekapituiasi penerima

TPP dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V

Peraturan Bupati ini.

r}ARAtr



{1i

t2)

{2}

(3)

{3)

(4)

(s)

(5)

(7)

{8}

Dalam hal tanggal 20 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, rnaka

TPP dibayarkan pada hari kerja krerikutnya-

TPP bulan Desember dibayarkan pada bulan berkenaan.

Pasal 11

Perangkat Daerah/UPTD menyalnpaikan permohonan

Verifikasi Daftar Perhitungan TPP kepada BKPSDM $ecara

elektronik me1a1i;i aplikasi sistem kinerja.

Permohonan Verifikasi Daftar Perhitungan ?PP sebagairnana

dirnaksud dalam ayat (1) dilampiri Daftar Ferhitungan TPP,

Rekapitulasi Kehadiran, disertai bukti keterangan

ketidakh adiran/TLlPSI4/ITHKC/tidak merekam kehadiran

sesuai format tercanturn dalam Lampiran III Peraturan tsupati

ini, paling lambat tanggal 6 (enam) bulan berikutnya'

BKPSDM melakukan verifikasi terhadap Daftar Perhitungan TPP

paling lambat setiap tanggai 6 (enam) bulan berikutnya'

Perangkat Daerah/UPTD mengajukan usulan pembayaran TPP

kepada BPKAD paling lambat tanggal 15 (lima belasi dilengkapi

dengan:

a" surat permintaan pembayaran {SPP-LS);

tl. surat perintah membayar {SPM-LSi;

c. daftar perhitungan TPP; dan

d. surat pernyataan tanggungiawab mutlak dari Kepala

PD/UPTD.

Daftar perhitungan TPP sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)

huruf c ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi Daftar

Perhitungan TPP yang dikeluarkan oleh TIM BKPSDM.

Format Surat pern3rataan tanggung jawab mutlak sebagaimana

dimaksud dalam ayat {4} huruf e tercantum dalam Lampiran V

Peraturan Bupati ini.

Penatausahaan dan pertanggungiawaban TPP dilak*anakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan'

pembayaran TPP dilakukan dengan mekanisme pembayaran

langsung {LS} rnelalui transaksi Non Tunai.

Pembayaran TPP dikenakan Pajak Pengfrasilan (PPh) Pasai 21

sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Unda'ngan.

r:rrfi[Fe,A,.F

(e)



(i)

Pasal 12

pegawai yang mengikuti Tugas Bela.jar diberikan TPP hanya

berdasarkan Penilaian Disiplin Ke{a'

Besaran TPP Fegawai yang mengikuti Tugas Belajar disetarakan

dengan jabatan sebelum melaksanakan tugas beiajar'

(3) Pemberian TPP bagr Pegawai Yang mengalami

perpindahan/mutasifrotasi/promosi, CPNS dan PNS mr"ltasi

dari instansi lain d.idasarkan pada tanggal aktif

melaksanakan tugas.

pe gawai yang mengalarni perpindahan/ mutasil rotasil promosi

dan/atau perubahan kelas jabatan yang aktif melaksanakan

tugaspad.ajabatanlrarusetelahtanggallS{limabelas),
perhitungan TPP untuk jabatan dan/atau kelas jabatan baru

mulai berlaku pada bulan berikutnya'

pNs dan CPNS mutasi dari instansi lain yang aktif

melaksanakan tugas setelah tanggal 15 {lima belas}, belum

diberikan TPP pada bul'an berkenaan'

Besaran TPP CPNS sesuai dengan Jabatan yang tercanturn pada

Keputusan pengangkatan sebagai CPNS'

pembayarac TPP CPNS dibayarkan sebesar B0o/o {de}apan

puiuh persen) dari besaran TPP ketras jabatannya sampai

dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi

PNS,

Pegawai yang menjalani Rarn'at inapf Rar"vat Jalan dapat

diberikan TPP dengan melampirkan surat keterangan dokter'

Dalam hal terdapat nama/nomenklatur jabatan yang helum

ditetapkan kelas jabatannya danlatau tidak tersedianya

kuota/wadah jabatan tersebut pada peta jabatan, TPP diberikan

sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP kelas jabatan yang

sejenis/setara dengan jabatan yang belum terakomodir

tersebut.

Apabila PNS atau CPNS meninggal dunia maka kepada yang

bersangkutan diberikan TPP buian berkenaan secara penuh

atau 100Yo (seratus persen) dari Pagu TPP kelas jabatan.

PNS yang mutasi masuk ke Pemerintah Daerah Kabupaten

Barito Timur dapat diberikan TPP terhitung setelah 2 (dua)

bulan sejak ditetapkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas dan

(2\

(4)

(si

(6)

(7\

(B)

(e)

10)

1i)

F:'-d.q[i"q.&F
sepanjang tersedianYa alokasi an



tZJ PNS yang d.iperbantukan pada instansi vertikal d'imana

pembinaankarierdanpenghasilanlainyayangsahtetap
menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah Kabupaten tsarito

Timur, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. dapat dibayarkan berdasarkan disiplin keda;

b. tidak menerima TPP pada instansi vertikal yang dibuktikan

dengan surat PernYataan.

c. tetap melakukan presensi kehadiran pada instansi asal,

apabila tidak melakukan presensi kehadiran beriaku

pernotongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku'

Pa*al 13

TPP tidak diberikan kePada:

a" pegawai ASN dilingkungan Pemerintah Daerah yang Nyata-

nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaanltertentu

pada perangkat daerah;

b. pegawai AsN di lingkungan Pemerintah Daerah yang

diberhentikan untuk sementara dan atau dinonakti{kan;

c. pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang

diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;

d. pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang

diperbantukanldipekerjakan pada instansi/lembaga negara

dan/atau lernbaga lainnya diluar pemerintah daerah;dan

e. pegawai ASN di lingkungal Pemerintah Daerah yang diberikan

cuti diluar tanggungan negara atau datam bebas tugas untuk

menjalani masa Pensiun.

BAB T

TPP ASK TAIIilBAI{AII

Pasal 14

pegawai ASN yang diangkat sebagai Pj. sekda dalam jangka

waktu paling singkat 1 {satui bulan kalender diberikan TPP

jaLratan Sekretaris Daerah.

TPP tamtrahan bas. Pegawai ASN yang diangkat sebagai Pj.

Sekda terhitung mulai tanggal meajabat sebagai fi.

(1)

tzj

HlF"q'ffi.-e'tr
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(3) Pejahatatasanlangsungatauatasantidaklangsungyang
merangkap sebagai Pit. Atau Plh' atau penjabat menerima TPP

ASN tambahall, ditambah 20% {dua putuh persen} dari TPP ASN

dalarn Jabatan sebagai Plt. atau Plh. atau Penjabat pada jabatan

yang dirangkapnya;
pejabat setingkat yang merangkap sebagai Plt. Atau P1h. atau

penjabat jabatan lain menerima TPP ASN yang lebih ti'gg''

ditambah 20% {dua puluh persen} dari TPP ASN yang lehih

renda_h pada jabatan jabatan defenitif atau jabatan yang

dirangkapnya;

Pejabat satu tingkat dibawah penjabat defenitif yang

berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap

sebagai Plt. atau Plh. atau penjabat hanya menerima TPP ASN

pada Jabaian TPP ASN yerrrg tertinggi;dan

Tpp Pegawai ASN tambahan bagi pegawai yang merangkap

sebagai Pit. atau Plh. atau Fenjabat dibayarkan terhitung neuiai

tanggal menjabat sebagai P1t" atau P1h atau penjabat'

BAB VI

PELAKSAHAATI, M0I{I?ORIIIG DAN T,VALUASI

Pasal 15

Seluruh Pegawai mer'rpun3rai kewajiban melakukan

penginputan aktivitas kinerja harian ke dalam aplikasi

berbasis elektronik sistem kinerja sesuar dengan tugas dan

peran masing-masing.

Setiap atasan memili.ki kewa3'iban untuk:

a. melakukan distrihusi pekerjaan kepada baTarahan langsung

secara proporsional;

b" rnelakukan penilaian atas hasii kine{a bawa}ran langsung

secara obyektif;

c. melakukan monitoring atas pelaksanaan pekedaan bawahan

langsung; dan

d. melakukan pembinaan dan rnemberikan aral:ran terhadap

bawahan yang capaian kinerjalya masih dibawah target

capaian kineda yang ditetaPk*"n.

BKPSDM dan inspektorat meiaksanakan monitoring dan

(4)

(5)

{6}

(1)

(2\

Fleffi"&ffi

(3)

evaluasi terhadaP Pelaksaaaan



(4) Tata cara penatausahaan, pelaporan dan pertanggungiawaban

pembayaran TPP berpedoman pada ketentuan peraturan

perundang- undangan di bidang keuangan daerah'

BAB VII

PTI{DAI{AAIS

Pasal 16

(1) TPP dianggarkan setiap tahun pada APBD sesuai ketentuan

peraturan Perundang-undangan -

(2) TPP dilaksanakan dalam batas allggaran yang tersedia dan

sesuai dengan kemampuan keuangan daerah'

BAB VIII
KETEIT"UAN PERALIHAH

Pasal 1?

Dalam ha1 aplikasilperalatan elektronik dan/atau sebutan

lain sebagaimana dimaksud datam Pasal I ayat {3} belum

tersedia/rusak, maka :

a. penilaian dan penghitungan TPP dilaksanakan secara

manual;

b. Kepala Perangkat Daerah menyerahkan hasil penilaian

produktivitas kerja dan penilaian disiplin kerja kepada

BKPSDM paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya;

dan;

c. tata cara. pengajuan pembayaran tambahan penghasilan

bas PNS dan CPNS dilakukan secara manual dengan

dilengkapi dokumen sebagaimana tercantum d.alam

Lampiran v yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan BuPati ini.

Dalam hal pembayaran TPP ASN akibat berlakunya Peraturan

Bupati ini, mekanisme pembayaran dapat dilakukan sesuai

dengan peraturan peraturan perundang-undangan paling

lambat 1 (satu) bulan sejak Peraturan Bupati ini di tetapkan.

tu

(21



BAB IX

KEf EI{TUAI{ PEIIIUTIIP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati

Barito Timur Nomor 1 Tahun 2Al9 tentang Tambahan Penghasilan

Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito

Timur {Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2Ol9 Nomor 1)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak April 2021'

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengUndangan

Peraturan Bupati ini d.engan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di Barito Timur

pada tanggal 28 Srlrt 2A27

Diundangkan di Barito Timur

pada tanggal ?, $r,i 2A21

SEKRETARIS DAERAH

MUR,

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2O2I NOMOR

BUPATI B ITO TIMUR,

KABUPATEN BARI



LAIilPIAAI{ I
PERATURAIY BUPATI BATITO TIEII'B
NoMOB ,l TAlr$lr 2o?1
TEIil?A}IG A.AMBAI{AH PTITGIIASIL.*IT PE(}AW,'TI
I{EGSR,I SIPIL DI LII{GKII}T**}T PE$ER$TTAII
KABIIPATEIT BAR, TO T$ilUR

A. PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA, ADMIfiIISTRATOR, PEFIGAWAS, TUNGSIONAL UMUM

DAN FUNGSIONAL TERTENTU DI LINGI(UNGAN PEMERINTAH KABUPATTN BARITO TIMUR

No. NAMA JABATAI{ KELAS JAEATAN
NILAI TPF YANG DITERIMA

1 2 3 o

1 SEKRETARIS DAERAH 15 Rp 12.857"443,00

2
KEPALA DINAS, BADAN, SEKRETARIS DPRD, ASISTEN

SEKRETARIS DAERAH, INSPEKTUR
14 Rp 7.341.{36,50

3 STAF AHLI BUPATI {3 Rs 5"000'988,00

4 CAMAT 1? Rp 5.268.e64,50

5
KEPALA BAG IAN. IRBAN, SEKRETARI$ DINAS/BADAN,

DIREKTUR RSUD TAMIANG LAYANG
12 Rp 2.809'794,40

A KEPALA BIDANG, BEKRETA'RIS KECAMATAN 11 Rp { '629.241,80

7 FUNGSIONAL TERTENTU (AUDITOR MADYA) 11 Rp 3.801.564,20

a

FUNGSIONAL TERTENTU (GURU AHLI MADYA, PENILIK

SEKOLAH AHLI MADYA, FENYULUH PERTANIAN AHLI

IVIA.DYA, MEDIK VETERINER AHLI MADYA, PUSTAKAWAN

AHLI MADYA)

1',1 Rp 1.357.701,50

I
FUNGSIONAL TERTENTU (GURU AHLI MADYAINON

SERTIFIKASI, PENILIK SEKOLAH AHL} M,CDYAJNON

SERTIFIKAST, PENGAWAS SEKOLAH AHLI MADYAINON

SERTTFIKASI) _

'11 Rp 1,357.701,50

10
FUI.IGSIONAL T=RTENTU (PENGELOLA PENGADAAN

BARAI\G/JASA AHLI MUDA)
10 Rp 1.180.991,75

.14 LURAH,KEPALA SUB BAGIAN, KEPALA SEKSI, KEPALA UPTD s Rp 't.232-79V,24

FUNGSIONAL TERTENTIJ {MEDIK VETERINER AHLI MUDA} I Rp 3.08f .993,00

13 UNGSTONAL TERTENTU (AUDITOR AHLI MUDA) I Rp 2-876.526,80

14

FLJr{GSTONAL TERTENTU (CURU AHLI MUDAJNOFI

SERTIFIKASI, PENILtK SEKOLAH AHLI MUDA/f\,ON

$ERTIFI KASI, PENGAWAS SEKCILAH AHLI M UD,SJNOhI

SERTIFIKASI, PENYULUH PERTANIAN AHLI MUDA),

PERENCANA AHLI PERTAMA

9 Rp 1.027.331,00

15
$EKRETARIS KELURAHAN, KEPALA SUB BAGIAN, KEPALA

SEKSI. KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPTD
I Rp 825.706,25

16 FUNIGSIONAL TERTENTU {AUDITOR AHLI PERTAMA} I Rp 2.311.91V,50

17

FUNGSIONAL TERTENTU (GURU AHL1 PERTAMPJNON

SEHTIFI KASI, PEN I LI K SEKOLAH AHLI PERTAMAINCN
SE.RTIFIKASI, PENGAWAS SEKOLAH AHLI PERTAMAINO'{
SERTI F IKASI, PENYULUH PERTAIIIAN AHLI PERTAMA,

PENYULUH PERTANIAN PENYELIA, PENGEI-OLA
PENGADAAN BARANGIJASA AHLI PERTAMA}

Rp 825.706,25

18

FUNGSIONAL UMUM PENTDIKAI{ MINIMAL S.1/D.iV {ANALIS'
PEM,qI{TAU, NOTU LIS, PEM E R I KSA, PENATA, PTNGAI#AS,
PENYIDIK, PRANATA, PERANCANG, P-TUGAS
STAI.IDAR ISA$ I DAN SERTI F I KASI, SATUAN PENG.4WAS

TNTERTIAL)

7 Rp 661.044,10

ril8A0fit)liutd KEp&t-i" {i#il .t\s$,.r. S*HNA
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19
FUNGSIONAL UMUM PENDIDII(AN MINIMAL D.III

(BENDAHARA)
7 Rp 728,A22-AO

7 Rp 786,263.88
20

FUNGSIONAL TERTENTU (GURU PENYELIAJNON

7 Rp 728,022.94
21

FUNGSIONAL TERTENTU {PENYULUH PERTANIAN

PE LAKSANA LAN J UTAT'Jfl\4AH I R, PENGUJ I KEN DARAAN

BERMOTOR)

22

FUNGSIONAL UMUMJPFNDID!KA.N MtNllvrAL D.lll (oPEF*TOR,
PENGELOLA, PENGOLAH, PENYULUH PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DESA DAN KELUMHAN, PENYULUH

PERPUSTAKAAN, PRANATA, TEKNISI LISTRIK DAN

JARINGAN, TEKNiSI MESIN, VERiFiKATOR ANGGARAN'

VERIFIKATOR KEUANGAN)

Rp 506,1{4-21

23 FUNGSIONAL TERTE}.ITU (AUDITOR PETAKSANA) o Rp 1,771,399.70

24
FUNGSIONAL TERTENTU {GURU PELAKSANA

LANJUTAN/IVIAHIR/ NON SERTIFIKASI)
6 Rp 632,642-75

25
FUNGSIONAL TERTENTU (PENYULUH PERTANIAN

PELAKSANA/TERAMPIL)
6 Rp 632,642.75

26

FLiNGSIONAL UMUn/U FENDIDIKAN MiNIMAL SLTA

{KOMANDAN PETUGAS KEAMANAN, OPERATOR,

PENGADMINISTRASI, PEMELIHARA, PENILIK JALAN,

PETUGAS PROTOKOL, PETUGAS PENGGANDAAN' PRANATA

JAMUAN, PETUGAS OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER

DAYA AIR, SEKRETARIS DESA, TEKNISI)

Rp 422,083.80

zt FUNGS|ONAL TERTENTU (GURU PEiAKSAN^/TERAMPiU
NON SERTIFIKASI)

5 Rp 527,6M.75

LO
FUNGSIONAL TERTENTU (PENYULUH PERTANIAN

PELAKSANA PEMU LA/PEMU LA
o Rp 627,e44-76

29
FUNGSIONAL UMUM/ PENDIDIKAN MINIMAL SLTP (SOPIR

AMBULAN)
4 Rp 312,699'50

30
FUNGSIONAL UMUM/ PENDIDIKAN MINIMAL SLTP (JURU

PELIHARA CAGAR BUDAYA, PENGEMUDI, PENJAGA

KANTOR, PENJAGA PINTU AIR, PETUGAS KEAMANAN)

3 Rp 258,369.25

3'l
FUNGSIONAL UMUM/ PENDIDIKAN MINIMAL SD (PRAMU

KEBERSIHAN, PRAMU KELA$)
,| Rp 274,442.80

32
FUNGSIONAL TERTENTU (PENGAWAS

SEKOLAH/GU RUISERTI FIKASI)
Rp 256,920.66



B. TENAGA FUIiIG$IOIIAI, I{EAHLIAS{T',KETERASfiPILAII DI LMGKUNGAN DIfiAS

KESEHATA$I(As.BARIToTIll[URDAITRSUDTAMIAIYGLAYA!{G

tro. I{A5[A JABAAAIf XELI\S JABATAil ITILAI TPP YAJTG

DITERIMA

7 2 3 6

1 A.POTEIT-BR MADYA 11 F+ 2,s52,47a.42

o APOTEKER MUDA 9 Rp 2,A54,662.44

J APOTtrKER PEKTAMA 8 Rp 2,047,751.50

4 ASISTEN APOTEKER PEI{YELIA 8 Rp 2,O47,75L.5O

5 ASISTEN APOTEKER PELAKSANA LANJUTAN 7 Rp 2,O3a,46t.6O

6 ASISTEN APOTEKER PELAKSANA 6 Rp 2,024,456.80

PERAWATAHLi MADYA 11 Rp 1,357,701.50

8 PERAWAT AHLI MUDA 9 Rp l,O27,33l.OO

9 PERAWAT AHLI PERTAMA 8 Rp 825,706.25

1n PEP.AWA]T PENYELIA
R Rp A25,745.25

11 PERAWAT PELAKSANA I"ANJUTAN/MA}IIR 7 Rp 815,384.64

t2 PERAWA? PDLAKSANA/ TERAMPIL 6 Rp 632,642.7s

IJ PERAWAT GIGI AHLI MADYA 11 Rp 1,357,701.50

14 PERAWAT GIGI AHLI PERTAMA 8 Rp 825,706.25

15 PERAWAT GIGi PE]'IYELIA 8 Rp A25,706.25

t6 PERAWAT PELAKSANA LANJ UTAN / M AHIR 7 Rp 815,384.64

L7 PERAWAT PELAKSANA/TERAMPIL 6 Rp 632,642.75

18 B1DAN AHLI MADYA II Rp 1,357,701.50

10 BIDA}J AHLI I\{UDA 9 Rp 1,O27,331.OO

2A BIDAN AHLI PERTAMA 9 Rp 1,027,331.00

LL BIDAN PENYtrLlA 8 Rp A25,706.25

oo BIDAN PELAKSANA LANJUTAN / MAHIR Rp 815,384.64

aa BIDAN PELKSANA/ TERAMPIL 6 Rp 632,642.75

24 BIDAN PELAKSANA PEM ULA/ PEMULA 5 Rp 6L2,A21.51

25 S,ANITARIAN PERTAMA 9 Rp 1,027,331.00

26 SANJTAR]AN PEIYYELIA 8 Rp a25,7O6.25

27 SANITARIAN PELAKSANA LANJUTAN/MAHIR 7 Rp 815,384.64

DA SANIT,A,RIAN PELAKS.A'I'{I1I TERAI"{ PIL P-p 632,642.75

2S NUTRISIONIS PERTAMA I Rp 1,O27,331.OO

30 NUTRISIONIS PEi{YELIA 8 Rp 825,706.25

JI NUTRISIONIS PEI,ASANA LANJUTAN/MAHIR Rp 815,384'64

32 NUTRISIONIS PELASANA/TERAMPIL 6 Rp 632,642.75

33 F] SIOTERAPIS A]:ILI PERTAMA I Rp a25,7O6.25

.,&-'r(!drg& I.l,@gjl*:i

I



34 PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT AHLI MUDA 9 Rp 1,027,331.00

35 PEI{YULUH KESEHATAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA 8 Rp a25,7O6.25

36 PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT PENYELIA 8 Rp A25,7O6.2s

37 PEREKAM MEDIS PERTAMA 8 Rp a25,7o6.2s

38 PEREKAM MEDIS PEI{TELIA I Rp 825,706.25

eo PRANATA LABORATORIUh{ KESEHATAN }rlUDA I Rp 1,027,331.40

40 PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN PERTAMA I Rp 825,706.25

41 PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN PENYELIA 8 Rp A25,7A6.25

42
PRANATA i,AI}ORATORIUM KESEHATAN PELAKSANA

LANJUTAN/MAHIR
Rp 815,384.64

43
PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN

PEI-AKSANA/TERAMPIL
6 Rp 632,642.75

44 RADIOGRAFERAHLI MADYA l2 Rp 1,756,12L.5O

45 RADIOGRAFER PEI.AKSANA/TERAMPIL 6 Rp 632,642.75

46 TEKNISI ELEK"ROMEDIS AHLI PEKTAMA 8 Rp a25,7o6.25

47 TEKNISI ELEKTROMEDIS PEI{YELIA I Rp 825,706.25

/--}
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LAHPIRA}I II
PERATURAF BI'PATI B*RITO TIMI'R
t{oDIoR }t t*rruu *oar
TEITfAilG TAilBAITA}T PEfiC}IASILAX PE{}AqTAI
1YEGERI SIPII DI LI*GI{IIITGAI{ PE!'ERI1YT.T*II

BESARA$ T^A1UB.*IIAI{ PEI{G}I.ESILS'{ DOIITER

No. I{A1IA.ISBATAT ITELAS JA3"AT*IS IIILAI TPP YATIG
DITTRIMA

2 3 6

1 DOiffER AHLI MADYA/DOKTER SPESIALIS tL Rp 25.2&A.149,64

2 DOKTER AHLi MUDAIDOKTER SPESIALIS 10 Rp 17.47A.677,90

e DOKTDR GIGI AHLI MADYA/DOKTER SPESiALIS Rp 25.2aa.149,6o

4 DOKIER GIGI AF{LI MUDA/DOKIER SPESIALIS 1G Rp 77.47A.677,90

DOKTER AHLI MADYA PADA RSUD TAMIANG LAYANG 12 Rp 7.024.4A6,44

6 DO}(TER AHLI MUDA PADA RSUD TAMIANG LAYANG 10 Rp 7.oa5.950,5o

DOKTER AHLI PERTAMA PADA RSUD TAMLANG LAYANG I Rp 7.O6a.O37,28

I DOKTER GIGI AHLI MUDA PADA RSUD TAMIANG LAYANG 10 Rp 7.085.950,50

9 DOKTER AHLI MADYA PADA UPTD PUSKESMAS Rp 7.024.446,40

tn DOKTER AHLI MUDA PADA UP}D PUSKESMAS 10 Rp 7.O85.95O,5o

11 DOKTERAHLI PERTAMA PADA UPTD PUSKESMAS I Rp 7.06.A.037,24

12 DOI(IER G1GI AHLI MADYA PADA UP}D PUSKESMAS t2 Rp 6.041"057,E6

13 DOKTER GIGI AHLI MUDA PADA UPID PUSKESMAS 10 Rp 6.a46.677,7r)

ffis..r, ,
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LAMPIRAIY V
PERATURAN BUPA?I BARITO TIMUR
rYoMoR lt TAHI]. ?.ol20
TEI{TA}TG} TASIBAHAIT PEIYGI{ASILA}I
PEGAWAI I{EIGEIII SIpIL DI LIHGKIIITGAN
PEMERINTAH T(ABUPATTT{ BARITO ?IMUR

DOKUh{EN PENGAJUAN PENCAIRAN ?AMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
NEGBRI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN BARITO TIMUR

A. SURAT PERMOHONAN VERIFIKASI TPP

KOP SURAT

Tamiang Layang,

Nomor :

Lampiran :

Perihal : Permohonan Verifikasi
Daftar Perhitungan TPF

Kepada :

Yth, Kepala BKPSDM
KAtsUP,{TEN BARITO
TIMUR

di-
TAMIANG LAYANG

Permohonan verifikasi
Tahun

Daerah
Tirnur.

(rincian

{PD)

Bersama ini kami sampaikan
Daftar Perhitungan TPP Bulan
Anggaran seLresar Rp.
terlampir) pada Perangkat

Kabupaten Barito

Sebagai bahan pertimbalgan, dengan ini disampaikan
Daftar Perhitungan TPP, Rekapitulasi Kehadiran dan bukti
keterangan ketidakhadiranlTllPSW/tidak merekam
kehadiran.

Demikian disarnpaikan dan atas perhadanmnya diucapkan
terima kasih.

Kepala PDIKPA

Nama
Pangkat
NIPpg$eAtr



B. SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN TPP

KOP SURAT

Nornor
Perihal

Lampiran :

Permohonan Pemb aya:rart

Tambahan Penghasilan

Tamiang Layang,

Kepada :

Yth. Kepala BPKAD
KABUPATEN BARITO TIMUR

Di-
Tamiang Iayang

Bersama ini kami sampaikan Permohonan Pembayaran TPP

Bulan ....... ..Tahun Anggaral sebesar Rp.
(rincian terlampir) pada Perangkat Daerah

tPD) .. ".. Kabupaten Ba-rito Timur'

Sebagai bahan pertimbangan, dengan ini disampaikan Daftar
Perhitungan TPP dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
tsPrJM).

Demikian disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima
kasih.

Kepala PD/KPA

Nama
Pangkat
NIP



C. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAIYAB MUTLAK
(sPTJUr)

Yang bertanda talgan di ba*rah ini:
Nama :

NIP :

Jahatan :

MenSzatakan dengan sesungguhnSia bahwa:
1. Perhitungan yang terdapat pada Daftar Perhitungan Tarnbahan Penghasilan

pada Perangkat Daerah Kabupaten
Barito Timur bulan .......Tahun Anggaran telah dibuat
dengan benar berdasarkan penilaian kinerja dan daftar hadir pegawai ASN
dan telah melalui uji keabsahan sesuai Peraturan tsupati Barito Timur
Nomor.

2. Keabsahan Rekapitulasi Kehadiran, Rekapitulasi Disiplin Ke4'a, Rekapitulasi
Produktivitas Keda dan Daftar Perhitungan Tambahan Penghasilan menjadi
tanggung jawab kami.

3. Apabiia dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran Tambahan
Penghasilan dimaksud, kami bersedia menyet*rkan kelebihan tersebut ke
Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami truat dengan *ebenar-benarnya.

Tamiang Layang,

PA/KPA
PD

xxx]ffiloiloao(
Pangkat xl<r(xtoo(

NIP. >aoooocar

$*&re4P

BUPATI BARITO TIMUR.,


